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ABSTRAK 
Pengabaian hak-hak istri pasca cerai talak masih sering terjadi dalam praktik peradilan agama, 
khususnya pada perkara yang diputus secara verstek, sehingga menimbulkan persoalan 
mengenai perlindungan hukum bagi perempuan setelah perceraian. Penelitian ini bertujuan 
untuk menganalisis pengabaian hak-hak istri dalam Putusan Nomor 252/Pdt.G/2022/PA.Tmk, 
mengkaji dasar pertimbangan hukum hakim, serta meninjau putusan tersebut dalam perspektif 
hukum keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan teori maqashid syari’ah dan teori 
keadilan substantif sebagai landasan analisis dalam menilai pemenuhan hak-hak perempuan 
pasca perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan 
pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi kasus, pendekatan perundang-undangan, dan 
pendekatan konseptual, dengan sumber data berupa putusan pengadilan, peraturan 
perundang-undangan, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa majelis hakim mengabulkan permohonan cerai talak berdasarkan pembuktian 
perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, namun tidak menetapkan hak-hak istri 
seperti nafkah iddah dan mut’ah. Putusan tersebut menunjukkan bahwa aspek legal formal 
perceraian lebih diutamakan dibandingkan perlindungan terhadap hak ekonomi dan sosial 
perempuan pasca perceraian. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, pengabaian hak-hak 
tersebut tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan maqashid syari’ah yang menekankan 
perlindungan terhadap perempuan. Oleh karena itu, optimalisasi kewenangan ex officio hakim 
diperlukan guna menjamin terpenuhinya hak-hak istri dalam setiap putusan perceraian. 
 
Kata Kunci: Hak istri, Nafkah iddah, Mut’ah. 

 
 
PENDAHULUAN 

Perkawinan secara konseptual dipahami sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang 
pria dan seorang wanita yang diakui secara sosial dan yuridis sebagai suami istri, dengan 
tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan nilai Ketuhanan Yang Maha 
Esa (L.Irade et al., 2024, p. 194). Dalam perspektif Islam, perkawinan merupakan sunnah 
Nabi yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini 
ditegaskan dalam QS An-Nur ayat 32 (Agama RI, 2019). 

 
مَىٰ وَأَنكِحُوا۟ لْأَيَٰ لحِِينَ مِنكُمْ ٱ ُ يغُْنهِِمُ فقُرََآءَ يكَُونوُا۟ إِن ۚ وَإِمَآئِكُمْ عِباَدِكُمْ مِنْ وَٱلصَّٰ ُ ۗ فضَْلهِۦِ مِن ٱللَّه سِعٌ وَٱللَّه عَليِمٌ وَٰ   

 
“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga 

orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun 
perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan 
karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”  
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Perkawinan dalam perspektif Islam merupakan sunnah Rasulullah saw. yang 
dijalankan sepanjang kehidupan beliau dan dianjurkan untuk diikuti oleh umatnya sebagai 
bentuk keteladanan. Anjuran tersebut didasarkan pada hadis Nabi Muhammad saw 
(Al-Naysaburi, 2001, p. 320) 

 
باَبِ، مَعْشَرَ ياَ وَسَلَّمَ: عَليَْهِ اللهُ صَلَّى اللهِ رَسُولُ لنَاَ قاَلَ قاَلَ: اللهِ ‌عَبْدِ عَنْ جْ، الْباَءَةَ ‌مِنْكُمُ ‌اسْتطََاعَ ‌مَنِ الشَّ أَغَضُّ فإِنَّهُ فلَْيتَزََوَّ  

وْمِ، فعََليَْهِ يسَْتطَِعْ لمَْ وَمَنْ للِْفرَْجِ، وَأَحْصَنُ للِْبصََرِ، وِجَاء لهَُ فإِنَّهُ باِلصَّ   
 
​ “Dari Abdullah, dia berkata: bahwasanya Rasulullah saw bersabda kepada kami: 
“Wahai para pemuda, siapa saja yang telah mampu di antara kalian maka hendaklah ia 
menikah. Sebab nikah itu merupakan hal yang paling bisa menundukkan pandangan dan 
pemelihara kemaluan. Namun, siapa saja yang belum mampu, maka berpuasalah. Karena 
puasa adalah sebagai perisainya.” (HR. Muslim)  
​  

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan 
lahir dan batin untuk membentuk keluarga yang kekal dan sejahtera, sejalan dengan 
pandangan Imam Syafi’i yang menekankan aspek akad dan keharmonisan keluarga.(Jahwa, 
2024, p. 2) Meskipun Islam mengatur perkawinan secara komprehensif untuk mencapai 
keharmonisan, perselisihan tetap dapat terjadi dan berujung pada perceraian. Oleh karena itu, 
perceraian diperbolehkan sebagai jalan terakhir setelah upaya perdamaian tidak berhasil, yang 
secara yuridis dilakukan melalui putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, meskipun 
pada prinsipnya merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah SWT (Mukhlas & 
Saepullah, 2022, p. 62-80) 
​ Cerai talak merupakan berakhirnya ikatan perkawinan yang dalam hukum Islam 
menjadi hak suami untuk mengucapkannya. Talak tidak hanya dipahami sebagai pemutusan 
hubungan pernikahan, tetapi juga sebagai tindakan hukum yang menimbulkan konsekuensi 
sosial, psikologis, dan keagamaan bagi kedua belah pihak. Dengan terjadinya talak, hak dan 
kewajiban antara suami dan istri menjadi hapus sehingga keduanya tidak lagi memiliki 
hubungan sebagai pasangan yang sah. Dalam perspektif fikih, talak dimaknai sebagai 
pernyataan tegas dari suami yang menunjukkan kehendak untuk berpisah, baik secara 
langsung maupun melalui ungkapan yang memiliki makna perceraian. Talak dipandang 
sebagai mekanisme yang sah dalam Islam untuk mengakhiri perkawinan ketika rumah tangga 
tidak lagi dapat dipertahankan, sekaligus menjadi jalan keluar ketika tujuan pernikahan 
berupa ketenteraman dan kasih sayang tidak lagi tercapai (Fikri et al., 2019, p. 153) 
​ Angka perceraian di Kota Tasikmalaya masih cukup besar pada tahun 2021 sampai 
dengan tahun 2024. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan total 
kasus perceraian di Kota Tasikmalaya adalah 1.927 perkara pada tahun 2021, 1.838 perkara 
pada tahun 2022, 1.681 perkara pada tahun 2023, dan 1.567 perkara pada 2024. Data ini 
menunjukkan tren yang masih relatif tinggi, sehingga berimplikasi pada meningkatnya 
potensi permasalahan terkait pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian. Mayoritas 
perkara perceraian diajukan dan diputus di Pengadilan Agama, sejalan dengan dominasi 
penduduk beragama Islam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama (yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 
2009), lembaga ini memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus, dan 
menyelesaikan perkara perkawinan bagi umat Islam (Khairudin, 2024, p. 2) 
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Sumber: BPS Kota Tasikmalaya 

​  
Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 menetapkan kewajiban suami kepada bekas 

istrinya setelah terjadinya perceraian karena talak. Sejalan dengan surah At-Talaq yang 
mengatur secara jelas kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri yang sedang 
menjalani masa iddah. Hak istri dan kewajiban suami pasca cerai juga sesuai dengan kaidah 
ushul fiqih yang melandasi hak ini adalah: 

 
ليِلُ مَادَلَّ إِلا للِْوُجُوبِ الأَمْرِ فيِ لأَصْلُ فهِ عَلىَ الدَّ خِلَا  

 
“Asal dalam perintah itu hukumnya wajib kecuali terdapat dalil yang menjelaskan 

tentang perbedaannya” (Hakim; Abdul Hamid, 2020, p. 273). 
​  
Kaidah ini menegaskan bahwa setiap perintah syariat pada dasarnya bersifat wajib, termasuk 
kewajiban pemenuhan hak istri pasca perceraian. Prinsip ini sejalan dengan maqashid 
syari’ah, khususnya hifz al-nasl (perlindungan keturunan) dan hifz al-‘ird (perlindungan 
kehormatan), yang menekankan pentingnya kesejahteraan dan perlindungan perempuan. 
Selain itu, terdapat kaidah fiqh yang menjadi dasar etis: 
 

حْسَانُ حَالٍ كُلِّ فيِ مَطْلوُبٌ الإِ  
 
“Berlaku baik itu diwajibkan dalam setiap keadaan” (Al-Ghazali & Al-Din, 1997, p. 

317) 
​  

Banyak kasus yang melibatkan perempuan berhadapan dengan hukum, terutama 
dalam perkara perdata keluarga, salah satunya yang ditangani di Pengadilan Agama (Yusup, 
2019, p. 150). Kurangnya pemahaman perempuan terhadap hak-haknya setelah perceraian 
masih menjadi persoalan yang sering muncul di tengah masyarakat. Banyak perempuan yang 
tidak mengetahui secara jelas apa saja hak yang seharusnya mereka dapatkan pasca putusan 
cerai, seperti hak atas nafkah iddah, mut’ah, maupun hak asuh anak. Peran hakim dalam 
pemenuhan hak-hak istri pasca cerai talak sangat penting karena hakim memiliki kewenangan 
untuk memastikan suami menjalankan kewajibannya, seperti memberi nafkah iddah, mut’ah, 
dan nafkah madhiyah. Tanpa ketegasan hakim, hak-hak tersebut rentan diabaikan, apalagi jika 
istri berada dalam posisi yang lemah secara ekonomi maupun hukum. 
​ Beberapa studi terdahulu yang mempunyai kaitan dengan studi ini ialah Zihan Siti 
Nurhaliza (Nurhaliza, 2025, p. 77)“Perlindungan Hak Nafkah bagi Bekas Istri Pegawai 
Negeri Sipil Pasca Perceraian (studi Putusan agama Kediri Nomor 0158/Pdt.G/2019/PA.Kdr)” 
melalui analisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 
0158/Pdt.G/2019/PA.Kdr. Kajian ini menilai penerapan ketentuan normatif terkait hak 
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ekonomi bekas istri PNS, khususnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 
1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, serta keterkaitannya dengan Kompilasi 
Hukum Islam dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Penelitian ini juga mengkaji batas 
kewenangan peradilan agama dalam pembagian gaji PNS pasca perceraian serta implikasi 
yuridisnya terhadap perlindungan hukum dan keadilan bagi perempuan. 
​ Risanna Aulia Adha Lubis (2024) “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Istri dan Anak 
Pasca Cerai Talak” Perceraian tidak hanya berfokus pada prosesnya, tetapi juga menimbulkan 
konsekuensi hukum terkait pemenuhan hak-hak perempuan. Hukum di Indonesia memberikan 
jaminan perlindungan bagi perempuan, termasuk hak atas rasa aman selama persidangan serta 
pemulihan fisik dan mental, dengan menekankan prinsip kesetaraan gender dan 
non-diskriminasi. Hak-hak pasca perceraian yang harus dipenuhi meliputi nafkah iddah, 
madhiyah, mut’ah, hadhanah, serta pelunasan mahar yang menjadi hak mutlak istri. Selain itu, 
perlindungan hukum juga mencakup hak anak atas kelangsungan hidup, pendidikan, dan 
kesejahteraan, guna mencegah berbagai risiko sosial. Oleh karena itu, kejelasan pengaturan 
mengenai hak dan kewajiban pasca perceraian menjadi penting agar memberikan kepastian 
hukum dan perlindungan yang optimal bagi perempuan dan anak (Lubis, 2024, p. 255). 
​ Nawafitrid (2024) “Hak-Hak Istri dan Anak Pasca Cerai Talak”. Dalam perspektif 
yuridis, perceraian merupakan putusnya hubungan perkawinan melalui putusan hakim 
berdasarkan permohonan salah satu pihak dengan alasan yang diatur dalam peraturan 
perundang-undangan. Cerai talak memiliki landasan hukum yang bersumber dari Al-Qur’an, 
Hadis, ijma’, peraturan negara, dan fatwa, serta prosedur yang mencakup tahapan niat, talak, 
masa iddah, hingga penyelesaian kewajiban pasca perceraian. Dalam praktik peradilan agama, 
proses tersebut meliputi pengajuan permohonan, pemanggilan para pihak, mediasi, 
persidangan, hingga putusan hakim dan pelaksanaannya. Cerai talak juga menimbulkan 
implikasi hukum, sosial, dan keagamaan, seperti pembagian harta, hak asuh anak, serta 
dampak psikologis dan tanggung jawab moral. Secara normatif, apabila permohonan 
dikabulkan, istri berhak atas mut’ah, nafkah iddah, dan nafkah hadhanah, sementara ayah 
tetap bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sebagaimana diatur 
dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, yang juga memungkinkan 
pengadilan menetapkan kewajiban tambahan bagi mantan suami maupun istri (Nawafitrid et 
al., 2024m, p. 31) 

Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 252/Pdt.G/2022/PA.Tmk mengabulkan 
permohonan cerai talak secara verstek akibat ketidakhadiran Termohon, dengan amar putusan 
yang hanya memberikan izin penjatuhan talak satu raj‘i tanpa menetapkan hak-hak istri pasca 
perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan belum secara optimal mempertimbangkan 
kewajiban Pemohon, seperti nafkah iddah dan mut’ah, meskipun secara normatif hak-hak 
tersebut melekat pada istri menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Kondisi 
tersebut mencerminkan praktik peradilan yang lebih menitikberatkan pada aspek formil 
perceraian, sementara perlindungan hak perempuan belum mendapat perhatian yang 
memadai, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial serta ketidakpastian 
bagi perempuan yang kemudian menjadi dasar bagi penulis untuk merumuskan permasalahan 
yang akan dibahas dalam penelitian ini, rumusan masalah tersebut dijabarkan sebagai berikut: 

1.​ Bagaimana duduk perkara hak istri pasca cerai talak pada putusan nomor 
252/Pdt.G/2022/PA.Tmk? 

2.​ Bagaimana dasar pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Kota 
Tasikmalaya nomor 252/Pdt.G/2022/PA.Tmk tentang hak-hak istri pasca cerai talak? 

3.​ Bagaimana analisis Hukum Keluarga Islam tentang hak istri pasca cerai talak pada 
putusan nomor 252/Pdt.G/2022/PA.Tmk? 
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METODOLOGI PENELITIAN  
​ Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, yaitu metode yang 
bertujuan untuk menggambarkan, menguraikan, serta menganalisis secara sistematis 
mengenai pengabaian hak-hak istri pasca cerai talak dalam Putusan Nomor 
252/Pdt.G/2022/PA.Tmk. Metode ini digunakan untuk memberikan pemahaman secara 
mendalam terhadap fakta hukum, pertimbangan hakim, serta penerapan ketentuan hukum 
yang berkaitan dengan hak-hak istri setelah perceraian. 
​ Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif, yaitu 
penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang 
berlaku, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, 
maupun doktrin hukum. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah kesesuaian antara 
pertimbangan hakim dalam putusan dengan ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip 
hukum keluarga Islam terkait pemenuhan hak-hak istri pasca cerai talak. (Sugiyono, 2016, p. 
4) 
​ Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam 
bentuk uraian, pendapat, konsep, dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan objek 
penelitian. Data tersebut dianalisis secara mendalam untuk memperoleh pemahaman 
mengenai aspek normatif dan substansi hukum dalam putusan yang diteliti. (Wahidmurni, 
2017, p. 43). 
​ Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan 
bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang 
berkaitan dengan perceraian dan hak-hak istri, Kompilasi Hukum Islam, serta putusan 
pengadilan, khususnya Putusan Nomor 252/Pdt.G/2022/PA.Tmk sebagai objek utama kajian. 
Bahan hukum sekunder terdiri atas literatur ilmiah berupa buku, jurnal, artikel, hasil 
penelitian terdahulu, dan karya ilmiah lain yang relevan dengan tema penelitian. Adapun 
bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber penunjang 
lainnya yang digunakan untuk membantu memahami konsep-konsep hukum dalam penelitian. 
​ Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan 
menelaah dan mengkaji berbagai dokumen hukum, seperti putusan pengadilan, peraturan 
perundang-undangan, serta literatur yang berkaitan dengan penelitian. Teknik ini digunakan 
untuk memperoleh data yang relevan dan mendukung analisis terhadap permasalahan yang 
diteliti (Nilamsari, 2017, p. 177). 
​ Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan cara 
menginventarisasi, mengklasifikasi, dan menginterpretasikan data yang telah diperoleh, 
kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta teori-teori hukum yang 
relevan. Selanjutnya, hasil analisis tersebut digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai 
pertimbangan hakim dan pemenuhan hak-hak istri pasca cerai talak dalam perspektif hukum 
keluarga Islam. 
 
 HASIL DAN PEMBAHASAN  
​ Pada Praktik peradilan perdata di Indonesia mencerminkan penerapan prinsip keadilan 
prosedural yang menempatkan para pihak dalam kedudukan setara sejak tahap awal 
persidangan hingga putusan. Kesetaraan ini terlihat dalam mekanisme jawab menjawab, 
pembuktian, hingga penyampaian kesimpulan, di mana masing-masing pihak diberikan 
kesempatan yang proporsional untuk mengajukan dalil dan alat bukti. Dengan demikian, 
seluruh tahapan persidangan berlangsung tanpa keberpihakan, sehingga mencerminkan asas 
persamaan di hadapan hukum (equality before the law) dalam praktik peradilan perdata 
(Ristanto et al., 2024, p. 213-216) 

Perkara yang menjadi objek pembahasan dalam penelitian ini adalah perkara cerai 
talak yang diputuskan secara verstek karena termohon tidak hadir dalam persidangan.  
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Putusan verstek merupakan putusan yang dijatuhkan dalam kondisi ketika pihak Termohon 
tidak memenuhi panggilan pengadilan atau tidak hadir dalam persidangan tanpa memberikan 
tanggapan. Dalam perspektif hukum acara, apabila ketidakhadiran tersebut tidak disertai 
dengan alasan yang sah dan dapat dibenarkan, maka hakim memiliki kewenangan untuk tetap 
melanjutkan proses pemeriksaan perkara. Dalam situasi demikian, putusan dapat dijatuhkan 
dengan mendasarkan pertimbangan semata-mata pada alat bukti dan dalil yang diajukan oleh 
pihak penggugat, tanpa adanya bantahan atau pembelaan dari pihak yang tidak hadir 
(Ridmajayanti et al., 2025, p. 73) 
 
Duduk Perkara Hak Istri Pasca Cerai Talak Pada Putusan Nomor 
252/Pdt.G/2022/PA.Tmk 

Dalam perkara a quo, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan 
Agama Kota Tasikmalaya pada 7 Februari 2022 dengan dalil bahwa perkawinan yang 
dilangsungkan secara sah pada 6 Agustus 2020 awalnya berjalan harmonis. Namun, sejak Mei 
2021 terjadi perselisihan yang berkelanjutan hingga mencapai puncaknya dan menyebabkan 
para pihak berpisah tempat tinggal sejak Juni 2021 selama kurang lebih delapan bulan. 
Sejalan dengan SEMA No 3 tahun 2023 bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan 
dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan 
dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah 
tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali 
ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT (Affan, 2024, p. 9) 

Pemohon mendalilkan bahwa konflik yang timbul dalam rumah tangga tersebut 
disebabkan oleh semakin berkurangnya sikap saling pengertian dan keterbukaan antara kedua 
belah pihak. Ketidakmampuan Pemohon dalam memenuhi kewajiban nafkah juga menjadi 
faktor yang tidak dapat diterima oleh Termohon, sehingga memperkeruh hubungan di antara 
mereka. Berbagai upaya penyelesaian sebenarnya telah ditempuh, baik melalui musyawarah 
keluarga maupun ikhtiar perdamaian lainnya, namun tidak membuahkan hasil yang 
diharapkan. Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga yang dijalani telah kehilangan tujuan 
dan tidak lagi memiliki prospek untuk dipertahankan secara harmonis sebagaimana esensi 
perkawinan. Perceraian dipandang sebagai langkah terakhir yang tidak terelakkan. 
Berdasarkan keseluruhan dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan agar 
mengabulkan permohonannya serta memberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj’i 
terhadap Termohon. 

Perceraian dengan alasan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pada dasarnya 
merupakan suatu keniscayaan dalam kondisi tertentu, meskipun dalam ajaran Islam perceraian 
dipandang sebagai perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah Swt. Hal ini menunjukkan 
bahwa perceraian bukanlah pilihan utama, melainkan jalan terakhir yang ditempuh ketika 
tujuan perkawinan sudah tidak dapat lagi diwujudkan. Apabila hubungan rumah tangga tetap 
dipertahankan dalam kondisi yang tidak harmonis, dikhawatirkan justru akan menimbulkan 
kerusakan yang lebih besar, baik secara psikologis, sosial, maupun moral bagi para pihak 
yang terlibat. Oleh karena itu, dalam situasi demikian, memutuskan ikatan pernikahan dapat 
dipandang sebagai langkah yang lebih maslahat dibandingkan mempertahankan kebahagiaan 
yang belum pasti (Zainuddin & Madchaini, 2022, p. 16) 
 
Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Kota 
Tasikmalaya nomor 252/Pdt.G/2022/PA.Tmk Tentang Hak-hak Istri Pasca Cerai Talak 

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 252/Pdt.G/2022/PA.Tmk menunjukkan 
bahwa majelis hakim telah menyusun pertimbangannya secara sistematis dengan mengikuti 
tahapan hukum acara perdata, dimulai dari aspek formil hingga aspek materil. Dari sisi formil, 
hakim menilai keabsahan kuasa hukum Pemohon yang dinyatakan telah memenuhi ketentuan 
Pasal 123 HIR serta Undang-Undang tentang Advokat (Aminah et al., 2026, p. 647). 
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Sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara di persidangan. Hakim 
menetapkan bahwa perkara dapat diperiksa secara verstek karena Termohon tidak hadir 
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak terdapat alasan sah menjadi dasar 
bagi Majelis untuk memeriksa dan memutus perkara secara verstek sesuai Pasal 125 HIR 
(Oky Permana & M. Zamroni, 2024, p. 33). 

Dalam aspek pembuktian, majelis hakim menilai alat bukti yang diajukan Pemohon 
baik berupa bukti tertulis maupun keterangan saksi. Bukti surat berupa identitas diri dan akta 
nikah dikualifikasikan sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna 
(volledig en bindende bewijskracht) karena telah memenuhi syarat formil dan materil. Selain 
itu, dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat 
bukti yang sah karena memberikan keterangan yang saling bersesuaian, relevan, didasarkan 
pada pengalaman langsung dan diberikan di bawah sumpah, sebagaimana dalam Pasal 1866 
KUHPerdata saksi merupakan salah satu dari berbagai alat pembuktian yang sah (Ginting et 
al., 2023,p. 1149). Berdasarkan keseluruhan alat bukti tersebut hakim kemudian 
mengonstruksikan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi 
perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berujung pada perpisahan tempat 
tinggal selama kurang lebih delapan bulan, yang dimana sejalan dengan SEMA Nomor 3 
Tahun 2023 yang mengatur bahwa pasangan mengajukan perceraian dengan alasan tersebut 
diwajibkan untuk terlebih dahulu menjalani masa pisah tempat tinggal minimal enam bulan, 
serta tidak adanya harapan untuk hidup rukun Kembali (Fitri Maulida et al., 2025, p. 1293) 

Majelis Hakim kemudian menyusun argumentasi hukumnya dengan mendasarkan 
pada ketentuan normatif mengenai alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan 
Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Husaini, 
2024, p. 77) Dalam konteks ini Majelis menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga para 
pihak telah memenuhi unsur perselisihan yang berkelanjutan, sehingga perceraian dinilai 
sebagai solusi yang sah menurut hukum. Penalaran hakim cenderung mengedepankan 
pendekatan normatif-positivistik yang menghubungkan antara fakta yang terbukti di 
persidangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin 
menjatuhkan talak satu raj‘i serta membebankan biaya perkara, tanpa mempertimbangkan 
hak-hak mantan istri pasca perceraian. Ketiadaan penetapan nafkah iddah dan mut’ah 
menunjukkan bahwa aspek perlindungan terhadap istri tidak dimasukkan dalam pertimbangan 
hukum, padahal Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam mewajibkan mantan suami untuk 
memenuhi hak-hak tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara legal 
reasoning dan social justice karena putusan lebih berorientasi pada aspek formil perceraian, 
tanpa menggunakan kewenangan ex officio Hakim untuk mengakomodasi secara 
komprehensif akibat hukum yang timbul setelah putusnya perkawinan (Muhammad Azani et 
al., 2024, p. 2) 
 
Analisis Hukum Keluarga Islam Tentang Hak Istri Pasca Cerai Talak Pada Putusan 
Nomor 252/Pdt.G/2022/PA.Tmk 
​ Salah satu kewajiban yang muncul akibat perceraian adalah nafkah iddah dan mut'ah. 
Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 41 (c) dan juga diatur dalam Kompilasi 
Hukum Islam (KHI) Pasal 149 yang menguraikan bahwa nafkah dan tempat tinggal menjadi 
tanggung jawab mantan suami untuk mantan istri selama masih dalam masa iddah (Alya & 
Zainuddin, 2024, p. 7794). Ketentuan masa ‘iddah secara yuridis telah diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 11 ayat (2), yang menetapkan bahwa masa 
tunggu ditentukan berdasarkan sebab putusnya perkawinan, yaitu 130 hari karena kematian 
suami, tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari karena perceraian, serta sampai 
melahirkan bagi wanita yang sedang hamil (Daud Muhsin & Azhari, 2023, p. 93). 
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​ Para ulama memiliki empat pandangan dalam masalah pemberian nafkah mut’ah, 
yaitu ulama Syafi’i mewajibkannya bagi istri yang diceraikan kecuali dalam kondisi qabla al 
dukhul dengan mahar telah ditentukan, ulama Maliki memandangnya sebagai sunnah bagi 
seluruh perempuan yang diceraikan, sedangkan ulama Hanafi dan Hanbali juga 
menganggapnya sunnah kecuali pada pernikahan tafwid yaitu menikah tanpa ditentukan 
maharnya, pandangan ulama Syafi’i dinilai lebih kuat karena didukung dalil yang jelas serta 
bertujuan meringankan kesusahan akibat perpisahan (Ariyani & Patimah, 2021, p. 484) 
​ Maqashid syari’ah sebagai landasan etis dalam hukum Islam menekankan pentingnya 
perlindungan terhadap lima unsur fundamental, yaitu agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), 
keturunan (hifz al-nasl), akal (hifz al-‘aql), dan harta (hifz al-mal). Dalam perspektif ini, 
putusan cerai yang memuat pemenuhan hak-hak perempuan seperti nafkah iddah, mut’ah, 
merupakan wujud nyata dari implementasi prinsip-prinsip perlindungan syariat terhadap 
kehidupan dan kesejahteraan perempuan yang kerap berada dalam posisi rentan setelah 
berakhirnya ikatan perkawinan (Heryani et al., 2024, p. 181). Pengabaian terhadap nafkah 
iddah dan mut’ah secara nyata bertentangan dengan tujuan perlindungan yang menjadi dasar 
pembentukan hukum Islam itu sendiri. Kewajiban pemberian nafkah iddah tidak semata-mata 
bersifat administratif, tetapi merupakan bentuk perlindungan terhadap hifz al-nafs 
(perlindungan jiwa) dan hifz al-mal (perlindungan harta), karena menjamin keberlangsungan 
hidup ekonomi perempuan pasca perceraian. Sementara itu, mut’ah memiliki dimensi moral 
dan psikologis yang berkaitan dengan hifz al-‘ird (perlindungan kehormatan), sebagai bentuk 
penghormatan terhadap perempuan atas berakhirnya ikatan perkawinan. 
​ Dari perspektif hukum keluarga Islam pengabaian terhadap nafkah iddah dan mut’ah 
tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap perempuan. Nafkah iddah 
merupakan kewajiban yang bertujuan menjamin keberlangsungan hidup istri selama masa 
transisi setelah perceraian, sedangkan mut’ah berfungsi sebagai bentuk kompensasi moral dan 
material atas berakhirnya ikatan perkawinan (Arma, 2022, p. 157). Dalam fikih, kewajiban ini 
bersifat melekat pada suami sebagai konsekuensi dari talak yang dijatuhkannya, sehingga 
tidak bergantung sepenuhnya pada ada atau tidaknya tuntutan dari pihak istri. Hukum 
keluarga Islam pada dasarnya dirancang untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban 
antara suami dan istri, termasuk dalam kondisi berakhirnya perkawinan (Laila Azizah & 
Anwar Hafidzi, 2025, p. 1739). Dalam konstruksi hukum keluarga Islam, perceraian tidak 
hanya dipahami sebagai putusnya hubungan hukum, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang 
melahirkan tanggung jawab lanjutan, khususnya terhadap pihak istri yang secara sosiologis 
berada dalam posisi lebih rentan. 
​ Putusan Nomor 252/Pdt.G/2022/PA.TMK tidak memuat penetapan mengenai 
kewajiban Pemohon terhadap Termohon, padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1989 beserta perubahannya, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, dan 
Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 dan 152, Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk 
menetapkan nafkah pasca perceraian, sehingga hakim seharusnya dapat menetapkan nafkah 
iddah dan mut’ah secara ex officio meskipun tanpa permohonan dari pihak istri, khususnya 
dalam perkara yang diputus secara verstek. Jika dianalisis dari perspektif keadilan substantif, 
putusan nomor 252/Pdt.G/2022/PA.TMK  menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara 
aspek kepastian hukum dan keadilan yang seharusnya diwujudkan. Meskipun kepastian 
hukum telah terpenuhi melalui penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait 
alasan perceraian, namun keadilan substantif yang seharusnya menjamin perlindungan 
terhadap hak-hak ekonomi dan sosial istri tidak terakomodasi secara memadai.  Putusan ini 
menimbulkan implikasi yang telah memenuhi aspek kepastian hukum secara prosedural, 
namun dari perspektif keadilan substantif, putusan ini berpotensi merugikan Termohon karena 
tidak adanya perlindungan terhadap hak ekonomi pasca perceraian. Hal ini juga 
mencerminkan adanya kesenjangan antara penerapan hukum positif dengan tujuan 
perlindungan terhadap perempuan dalam hukum keluarga Islam. hakim seharusnya tidak 
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hanya bertindak sebagai pelaksana tekstual peraturan perundang-undangan, tetapi juga 
sebagai aktor hukum yang proaktif dalam menafsirkan, menggali, dan menginternalisasi 
nilai-nilai keadilan yang berkembang di masyarakat, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak 
berhenti pada aspek formal semata, melainkan mampu merefleksikan keadilan yang 
substantif. 

Sebagai perbandingan Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 191/Pdt.G/2025/PA.
Cms dengan alasan perceraian yang serupa dengan Putusan Nomor 252/Pdt.G/2022/PA.TMK 
menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan dalam konstruksi pertimbangan hukum 
hakim, khususnya terkait pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian. Dalam putusan tersebut, 
meskipun perkara diperiksa dan diputus secara verstek akibat ketidakhadiran pihak istri, 
majelis hakim tetap menetapkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah iddah dan 
mut’ah. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berorientasi pada aspek formil 
persidangan, tetapi juga mempertimbangkan secara komprehensif akibat hukum yang timbul 
setelah perceraian. Pendekatan tersebut mencerminkan optimalisasi kewenangan ex officio 
hakim, di mana hakim secara aktif menggali dan menetapkan hak-hak yang secara normatif 
melekat pada istri tanpa bergantung pada adanya tuntutan dari pihak yang bersangkutan. 
Putusan Nomor 191/Pdt.G/2025/PA.Cms lebih mencerminkan keadilan substantif serta selaras 
dengan prinsip perlindungan terhadap perempuan dalam hukum keluarga Islam. 
​ Perspektif hukum keluarga Islam menunjukkan bahwa putusan Nomor 
252/Pdt.G/2022/PA.TMK telah tepat dalam menetapkan terjadinya perceraian berdasarkan 
alasan yang sah, namun belum optimal dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak 
istri pasca cerai talak karena tidak adanya pertimbangan mengenai nafkah iddah dan mut’ah, 
yang mencerminkan kecenderungan pendekatan formalistik sehingga perlu adanya penguatan 
peran hakim dalam menggunakan kewenangan ex officio untuk menjamin terpenuhinya 
hak-hak perempuan dalam setiap putusan perceraian. Dapat ditegaskan bahwa kelemahan 
utama dalam putusan ini tidak terletak pada penetapan perceraian itu sendiri, melainkan pada 
belum optimalnya pertimbangan hakim dalam mengintegrasikan aspek perlindungan terhadap 
hak-hak istri. Kondisi ini menunjukkan perlunya pergeseran paradigma dalam praktik 
peradilan agama, dari yang semula lebih berorientasi pada kepastian hukum menuju 
pendekatan yang lebih seimbang dengan mengakomodasi keadilan substantif serta nilai-nilai 
maqashid syari’ah, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara yuridis, tetapi 
juga mampu memberikan perlindungan yang adil bagi para pihak. 
 
KESIMPULAN  
​ Duduk perkara dalam Putusan Nomor 252/Pdt.G/2022/PA.Tmk menunjukkan bahwa 
perceraian diajukan oleh Pemohon dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang 
berlangsung terus-menerus hingga menyebabkan perpisahan tempat tinggal. Proses 
pemeriksaan perkara dilakukan secara verstek karena ketidakhadiran Termohon, sehingga 
seluruh dalil dan pembuktian hanya bersumber dari pihak Pemohon. Berdasarkan fakta 
persidangan hakim menilai bahwa hubungan rumah tangga para pihak telah tidak dapat 
dipertahankan lagi dan memenuhi unsur perceraian sebagaimana ketentuan hukum yang 
berlaku. Secara faktual dan prosedural, duduk perkara dalam putusan ini telah memenuhi 
syarat untuk dikabulkannya permohonan cerai talak. 
​ Pertimbangan hukum hakim dalam putusan ini disusun dengan menitikberatkan pada 
aspek formil dan materil, mulai dari keabsahan kuasa hukum, ketidakhadiran Termohon, 
hingga kekuatan alat bukti yang diajukan Pemohon. Hakim kemudian mengaitkan fakta yang 
terungkap di persidangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga 
menghasilkan kesimpulan bahwa perceraian layak untuk dikabulkan. Namun dalam 
pertimbangannya hakim tidak memasukkan aspek kewajiban suami terhadap istri pasca 
perceraian, seperti nafkah iddah dan mut’ah, yang seharusnya dapat ditetapkan melalui 
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kewenangan ex officio. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan ini cenderung bersifat 
normatif-positivistik dan belum mengakomodasi perlindungan hak-hak istri. 
​ Analisis hukum keluarga Islam terhadap putusan ini menunjukkan bahwa meskipun 
perceraian telah diputuskan sesuai dengan ketentuan syariat dan hukum positif, pengabaian 
terhadap hak-hak istri pasca cerai talak tidak sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam. 
Nafkah iddah dan mut’ah merupakan kewajiban yang melekat pada suami sebagai 
konsekuensi dari talak, serta menjadi bagian dari perlindungan terhadap perempuan dalam 
kerangka maqashid syari’ah. Tidak dimuatnya kewajiban tersebut dalam amar putusan 
mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. 
Putusan ini menunjukkan pentingnya penguatan peran hakim dalam mengintegrasikan 
keadilan substantif ke dalam pertimbangan hukum. Optimalisasi kewenangan ex officio 
menjadi langkah strategis untuk memastikan terpenuhinya hak-hak istri, terutama dalam 
perkara yang diputus secara verstek. 
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